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Menimbang : a. bahwa dengan terintegrasinya Asuransi Kesehatan, 
Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek ke dalam bentuk 
Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga Peraturan 
Bupati Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penggunaan Dana program Pelayanan 
Kesehatan Pada RSUD Prof. Dr. M .A.Hanafiah 
Batusangkar perlu dilakukan perubahan ; 

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Tahun 1956 Nomor 25) ; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844) ; 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4456) ; 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ; 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072 ; 

6. Undang-Undang 



6, Undang-Unclang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5256) ; 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang 
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipi.1, 

Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan 

I3eserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 

1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3456) ; 

8, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang 
Perubahan ata.;.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lemba.ran Negara Tahun 2012 
Nomor 171. , Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5340) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Meuangan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4578) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pernbinann clan Pengawasan 
Penyelengga.ran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4592) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pernerintahan Dacrah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupa. ten/Kota (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737) ; 

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 
Nomor 29) ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Notnor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir 
dengan denga.n Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua. Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Peclotnan Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Mesehatan Pada Jaminan 
Kesehatan Nasional ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ; 

17.Peraturan '`)11-



17. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 
Tahun 2010 tcntang Pembentukan Susunan 
Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bacian 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman 
Moclal Dan Lembaga Teknis Dacrah(Lembaran Daerah 
Kabupatcn Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D); 

18, Pcratura.n Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2009 
tentang Penetapan Rurnah Sakit Daerah Prof.DR.M.A 
Hanafiah Batusangkar scbagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 67 
Tahun 2009 (Berita Dacrah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2009 Nomor 44 Scri E) ; 

19. Peraturan Dupa.ti Tanah Datar Nomor 63 Tahun 2009 
tentang Sistem clan Proseclur Pengelolaan Keuanga.n 
Baclan Layanan Umum Dacrah RSUD Prof.DR.M.A 
Hanafiah Batusangkar (13erita Dacrah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 41 Scri E) ; 

20. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pola Tarif RSUD Prof.DR.M.A Hanafiah 
Batusangkar ; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN F3UPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG 
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PROCTRAM PELAYANAN 
KESEFIATAN PADA RSUD PROF.DR.MA. HANAF1AH 
BATUSANGKAR. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 25 
Tahun 2011 tentang Pedoman Penggi..m.aan Dana Program Pelayanan 
Keschatan Pada RSUD Prof.Dr.M.A.Hanafiah Batusangkar (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 11 Seri E), diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diu.bah, schingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal. 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang climaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pcmcrintahan Daerah. 
3. Bupati aclalah Bupati Tanah Datar. 
4. Rurnah Sakit Umurn Daerah yang scla.njutnya disebut RSUD 

adalah Rurnah Sakit Umum Dacrah Prof.DR.M.A Hanafiah 
Batusangkar. 

5. Badan Layanan Umurn Dacrah yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah satuan kerja perangkat clacra.h atau u.nit kerja pada satuan 
kerja perangkat dacrah thlingkungan pemerintah daerah yang 
menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk 
untuk mcmberikan pela.yanan kcpada masyarakat berupa 
pcnyecliaan barang clan jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntung,an dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. 



6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN 
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan da.n perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan 
kepada setiap orang yang telah membayar iurannya dan yang 
dibayarkan olch pemerintah. 

7. Bada.n Penyelenggara Jaminan Sosial Keschatan yang selanjutnya 
disingkat BPJS adalah badan hx.ikum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Keschatan Nasional. 

8. Kerjasama lainnya adalah pelayanan kesehatan yang diberikan 
dalam hal tertentu yang bersifat khusus kepada peroranwi, 
kelompok atau badan hukum untuk jaminan pcmeliharaan 
kesehatan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama. 

9. Pela.yanan umum adalah masyarakat yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan dari RSUD dan melakukan pembayaran atas 
jasa yang dibcrikan sesuai tarif yang berlaku. 

10. Jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk operasional 
yang dibutuhkan untuk melayani peserta pada RSUD. 

11. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi 
pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka 
observasi, diagnosis, pengobata.n, konsultasi, visite, rehabilitasi 
medik atau pelayanan lainnya. 

12. Klaim adalah dana yang diklaimka.n oleh RSUD atas pelayanan 
kesehatan yang telah dilakukan berdasarkan tarif yang berlaku. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Dana program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 bersumber dari pelayanan keschatan pada masyarakat yang 
dila.kukan olch RSUD, meliputi : 
a. JKN ; 
b. pelayanan umum ; dan 
c. kerjasama lainnya. 

3. ketentua.n Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pa.sal 6 

(1) Besaran jasa sarana dan jasa program pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b dan c dengan 
rincian sebagai berikut : 
a. jasa sarana sebesar 60 %. 
b. jasa. pelayanan sebesar 40 %, 

(2) Apabila terjadi kerugia.n keuangan ncgara, daerah dan atau 
permasalahan hukum dalam pengelolaan dana pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4, Direktur RSUD 
berta.nggung jawab mutlak/ sepenuhnya. 

(3) Rincia. n pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan 
Direktur RSUD dengan mengacu kepada peraturan perundang-
undangan. 

4.Dianta.ra 



• 4. Diantara Pasal 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, yang 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 A 

Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan pada RSUD 
Prof.Dr.M.A.Hanafiah Batusangkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
pada tanggal : 23 Mei 2014 

BUPATI TANAH DATAR 

ttd 

M.SHADIQ PASADIGOE 

Diundangkan di Batusangkar 
Pada tanggal 23 Mei 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR 

ttd 

HARDIMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 18 
SERI E 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 
an Hukum dan HAM 
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